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PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggasigtem perencanaan pembangunan
nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang NdBoiTahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nagamg menjadi
pedoman daerah dalam menyusun perencanaan daerlahapanya
sistem perencanaan pembangunan daerah secara unehyedan
komprehensif yang diimplementasikan di KabupatesoPo

b. bahwa untuk menjamin pembangunan Daerah berjakktifefefisien,
terpadu, tepat sasaran, transparan, serta dapattasiggungjawabkan
maka diperlukan sistem perencanaan pembangunaataer

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaleslad huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah ngnt8istem
Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1@%®ang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Repundonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Riepationesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangd?emggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dandtisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Edmrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangaKgan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noma,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2®r)4

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangePeldharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Ndndambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangbatokan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Isgoi@hun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indans®mor
4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang elfiksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara @dramtNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahanhazan Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentanger@isPerencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republiknesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republioniesia
Nomor 4421),
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangeatahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norhd5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoméB7}4
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhigate Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KathsaUndang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintaharaBDgkeembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangribangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerahbdran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahamHbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangatBen Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Mor68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noffs

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangelPesin Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NMorh06,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nofftas)4

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangriigkaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@82Bomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@ws

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988rigri{@ordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Reaguhtionesia Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republdoniesia
Nomor 3373);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005arigntPengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonBsiaun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelandomor
4570);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 200arigrifembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerakingl dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negapublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembargandeRepublik
Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 rignekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indoriegiun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indans®mor
4816);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008rigntahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaancar
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik IsdoriEahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republdoniesia
Nomor 4817);

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentavgelangan Kabupaten
Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008&MNOm

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentamggan®asi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan PefaakRakyat Daerah
dan Staf Ahli Kabupaten Poso (Lembaran Daerah KatiempPoso Tahun
2008 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentarggariasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Ddéabhpaten Poso
Tahun 2008 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentarggariasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan PembangunagralDadan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Poso (Lembararabéd&bupaten
Poso Tahun 2008 Nomor 4);
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22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentarggari®asi dan Tata
Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan (Lembabmaerah
Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentarggari®asi dan Tata
Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) ufalben Poso
(Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 8)

24. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tenBedpman Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daeralugéabn Poso
Tahun 2008 Nomor 29);

25. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 terfeamgelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 200®MN38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO

Menetapkan

dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan uresagriptahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi tdgas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasniEmd&istem dan
Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagamdimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indodegian 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Poso dan peramglaaah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Poso.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutngmgkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupateo. Pos

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten jyRosp
selanjutnya disebut Bappeda adalah Satuan Kerjg ysamtanggung
jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi p&@acgembangunan
di Kabupaten Poso.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yamgjsglya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintaharatd yang
ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyaglisi SKPD adalah
Satuan kerja yang berada di Lingkungan Pemerintdduaten Poso.

9. Sistem adalah satu kesatuan tata cara dan prosels mmenghasilkan
sesuatu.

10.Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanaledin semua
komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan lemeg

11.Pembangunan Daerah adalah merupakan bagian daiuéiessistem
pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh senampdoen
masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daexiam ckerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia

ok
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12.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindzksa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitangkumberdaya yang
tersedia.

13.Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang sgjanplisingkat
SPPD adalah satu kesatuan tata cara perencanadmarmqpgman untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalankajapgnjang,
jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan wishr-unsur
penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.

14.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yaagjussla
disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan urmitiiéde 20 (dua
puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pemibaan daerah yang
mengacu kepada RPJP Nasional.

15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, ymmjutsga
disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan urdtikde 5 (lima)
tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan naragkepala daerah
yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi peguban daerah,
kebijakan umum dan program satuan kerja perangkatati, lintas
satuan kerja perangkat daerah dan program kewsaydlsertai dengan
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerapgkalanaan yang
bersifat indikatif.

16.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disebut RiéB&lah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahurg yapmuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas peguinam daerah,
rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilakaanakgsung oleh
pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendopantisipasi
masyarakat.

17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kemgagkes
Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, aadalokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun datuan kerja
perangkat daerah yang memuat visi,misi, tujuargtesyi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan yang disusunisisogan tugas
dan fungsi satuan kerja perangkat daerah denggpedmman pada
RPJMD yang bersifat indikatif.

18.Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perdbg&edh, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerjangkad Daerah yang
disingkat Renja-SKPD, adalah dokumen perencanadonabaKerja
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yamguat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanlangsung
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh demgamdorong
partisipasi masyarakat.

19.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang seyanjutisingkat
Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunéamdaangka
menyusun rencana pembangunan Daerah dan rencanaanmman
Nasional.

20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selargutiigingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan anggaran aisg flencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiat®D Sierta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

21.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yangickan pada
akhir periode perencanaan.

22.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya Yyakgn
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

23.Strategi adalah langkah-langkah berisikan prograemgfam indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.
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24.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambeh gbemerintah
daerah untuk mencapai tujuan.

25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi at#tu lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah/lembagak umencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi amggdear kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintahdbae

26.Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuebih kegiatan
suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungareRetah Daerah.

27.Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalatrumen
kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan lo@erapa Satuan Kerja
Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

28.Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah imsan kebijakan
yang berisi satu atau lebih kegiatan kewilayahangyterpadu antar
Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Penaéridterah.

29.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksamakeh satu atau
beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari peacapasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulanakad pengerahan
sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barandal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi detberapa atau
kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masuk@ut) (untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk badamgasa.

30.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahanddinbitertentu yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembanghasional atau
Daerah.

31. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi penadran yang menjadi
hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susyrgmerintahan
untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersglartg menjadi
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayanmimedayakan,
dan mensejahterakan masyarakat.

32.Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajamgrdimaksudkan
untuk menjamin agar suatu program/ kegiatan yataksinakan sesuai
dengan rencana yang ditetapkan.

33.Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangaksgnaan
rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mesgEd
permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul udtaiknbil tindakan
sedini mungkin.

34.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkalsasi masukan
(input), keluaran (output), dan basil (outcome)hadelap rencana dan
standar yang telah ditetapkan.

35.Efisiensi adalah derajat hubungan antara baramghasg dihasilkan
melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya ggrerlukan untuk
menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur demhimya per unit
keluaran (output).

36.Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberajzah
program/kegiatan mencapai basil dan manfaat yareyalpkan.

37.Sasaran (target) adalah basil yang diharapkan st@atu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

38.Masukan (input) adalah pengerahan sumberdaya, Yemilg berupa
personil (SDM), barang modal termasuk peralatan té&nologi, dana
dan waktu atau kombinasi dari beberapa atau kes@nisasumberdaya
tersebut yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiata

39.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yangsitkha oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasia tujuan
program dan kebijakan.
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40. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yangemaimkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB Il
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkarkrdsmdengan
prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berketanj berwawasan
lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kessigan dan
kemajuan daerah.

(2) Perencanaan pembangunan daerah disusun secaraatisteterarah,
terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

(3) SPPD diselenggarakan berdasarkan asas umum pegyalaan negara.

4) SPPD bertujuan untuk :

Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. Menjamin terciptanya integrasi,sinkronisasi, danesyi baik antar
kecamatan, antar ruang, antar waktu, antar furegaepintah maupun
antara Pusat dan Daerah,;

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar peremman

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

e. Menjamin terselenggaranya pengelolaan sumberdayarasefisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Q

BAB Il
RUANG LINGKUP
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

(1)Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyetengga
perencanaan makro terhadap semua urusan pemenintahg meliputi
bidang kehidupan secara terpadu di daerah.

(2)Perencanaan pembangunan daerah yang disusun segaadu oleh
Pemerintah Daerah, meliputi RPJPD, RPIJMD dan RKPD.

Pasal 4

(1) RPJIJPD merupakan dokumen perencanaan daerah untodlep20 (dua
puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pemgbaan daerah yang
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka PanjamgalNas

(2) RPIMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan q@mogBupati yang
penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan metikaerha
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yanmgan arah
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunarahjakebijakan
umum, dan program SKPD, lintas program SKPD dangrnara
kewilayahan serta indikasi kegiatan masing-masmognam.

(3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, memunmiaragan kerangka
ekonomi makro Daerah, prioritas pembangunan Daewicana kerja,
dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsletg pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasyanakat.



Pasal 5

(1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategibijakan, program
dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusurase&ngan tugas
dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD ysergifat
indikatif.

(2)Renja-SKPD disusun dengan berpedoman pada RengRB-Sdan
mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program ldagatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleteftgah Daerah
maupun partisipasi masyarakat.

BAB IV
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :
a. Penyusunan Rencana;

b. Penetapan Rencana;

c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan

d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Pasal 7

(1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan:
a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
C. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
(2) Penyusunan RPJMD dan RKPD dilakukan melaluiauriegiatan :
a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
b. penyiapan rancangan rencana kerja;
c. musyawarah perencanaan pembangunan;dan
d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH

Bagian Pertama
Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Pasal 8

(1) Bappeda menyiapkan rancangan RPJPD dengan berpegaada RPJP
Propinsi dan RPJP Nasional.

(2) Rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayaérfjigdi bahan
utama bagi Musrenbang.

Pasal 9

(1) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Pdbgengh.

(2) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusuiPIRPRdan
diikuti  oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahdengan
mengikutksertakan masyarakat.
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(3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana digksda
ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tadelmelum berakhirnya
periode RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 10

(1) Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD berdasalniksii
Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimakdam
Pasal 9 ayat (3).

(2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada (dya
diajukan oleh Bupati kepada DPRD sebagai rancangamaturan
daerah tentang RPJPD paling lambat 6 (enam) bukrelan
berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

(3) RPJPD dapat diubah sesuai kebutuhan Daerah.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Pasal 11

(1) Bappeda menyiapkan rancangan awal RPIJMD sebaggibpean dari
visi, misi, dan program Bupati ke dalam strategnpangunan Daerah,
kebijakan umum, program pembangunan dan arah kahijieuangan
Daerah, dengan memperhatikan RPJM Nasional.

(2) SKPD menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai déagas pokok
dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan B®aMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bappeda menyusun Rancangan RPJMD dengan menggumaicamgan
Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2pbelgedoman
pada RPJPD.

Pasal 12

(1) Rancangan RPJMD menjadi bahan bagi Musrenbang davigkengah
Daerah.

(2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggaradam dangka
menyusun RPJMD diikuti oleh unsur-unsur Penyelereg@&merintahan
dan mengikutsertakan masyarakat.

(3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimanasdichp&da ayat
(3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan abt8upati dilantik.

(4) Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Memebgerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyusun raarcakfir RPIMD.

Pasal 13

(1) RPJIMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati palindpddrf (tiga) bulan
setelah Bupati dilantik.

(2) Renstra-SKPD disusun berdasarkan RPJMD sebagadimaa&sud pada
ayat (1) dan ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Bagian Ketiga
Rencana Pembangunan Tahunan

Pasal 14

(1) Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagaalmean dari
RPJMD.
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(2) Bappeda menyelenggarakan musyawarah perencanaabamgman
dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD.

(3) SKPD menyusun Rancangan Renja-SKPD sesuai dengas pokok
dan fungsinya dengan berpedoman kepada basil masgaw
perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud yeatd#€2p dan
Renstra-SKPD.

(4) Bappeda menyusun Rancangan RKPD dengan mengguRakaangan
Renja-SKPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 15

(1) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Daerah.

(2) Rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang TaHDaerah.

(3) Musrenbang Tahunan Daerah dalam rangka penyusuK&b Rliikuti
oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan dengagikutsertakan
masyarakat.

(4) Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud gpata(3)
dilaksanakan paling lambat bulan April.

Pasal 16

(1) Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkasil h
Musrenbang Tahunan Daerah.

(2) Bupati menetapkan Rancangan Akhir RKPD menjadi RKdédhgan
Peraturan Bupati paling lambat akhir bulan Mei.

Pasal 17

(1) SKPD menyusun rancangan akhir Renja-SKPD berdas&kdD yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) SKPD menetapkan Rancangan Akhir Renja-SKPD meijadja-SKPD
dengan Keputusan Kepala SKPD.

(3) Renja-SKPD menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Tahunan

Pasal 18

Musrenbang Tahunan Daerah terdiri atas :
a. Musrenbang Desa/Kelurahan;

b. Musrenbang Kecamatan,;

c. Forum SKPD/Gabungan SKPD

d. Musrenbang Kabupaten.

Pasal 19

(1) Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan seladardiatnya bulan
Januari.

(2) Musrenbang Desa/Kelurahan memperhatikan program baegunan
jangka menengah desa serta masukan dari nara sdan@eserta yang
menggambarkan permasalahan nyata yang sedang piilradayarakat
dan desa.
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(3) Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan sekurang-kuranggrgiri atas
unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakat [@eganisasi
sosial/organisasi kemasyarakatan, organisasi kesagandan tokoh
masyarakat setempat, yang didampingi aparat Petaieridaerah dengan
melibatkan peran serta perempuan.

(4) Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan adalah dokumen arenc
pembangunan tahunan yang dituangkan dalam bedta ac
a. daftar prioritas kegiatan yang dapat dilaksanakandisi oleh

Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
b. daftar kegiatan yang dapat dilaksanakan melaluigganan
Pendapatan dan Belanja Desa dan swadaya masyarakat
c. daftar prioritas kegiatan yang diusulkan ke Mubeeg Kecamatan;
d. daftar nama delegasi desa untuk mengikuti MusregmBacamatan.
(5) Kepala Desa/Lurah wajib menyampaikan hasil Musregba

Desa/Kelurahan kepada Camat.

Pasal 20

(1) Musrenbang Kecamatan diselenggarakan selambatdapababulan
Februari.

(2) Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk memadukanamusw@ncana
pembangunan dari SKPD di wilayah kecamatan yangpbgkutan.

(3) Musrenbang Kecamatan sebagai tahapan sinkronisasil-Hasil
perencanaan partisipasi dari Desa/Kelurahan yamtgm@dung dalam
Musrenbang Desa/Kelurahan.

(4) Peserta Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangngai tatas unsur
SKPD, Kecamatan, Pemerintahan Desa, Lembaga Kena&ayan Desa,
organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan, a@sinkeagamaan dan
anggota DPRD pada daerah pemilihan yang bersangkuengan
melibatkan peran serta perempuan.

(5) Hasil Musrenbang Kecamatan adalah dokumen rencenmdgngunan
yang dituangkan dalam berita acara :

a. daftar prioritas kegiatan yang diusulkan ke Mobang Kabupaten;
b. daftar nama delegasi kecamatan untuk mengilartire SKPD dan
Musrenbang Kabupaten.

(6) Camat wajib menyampaikan hasil Musrenbang Kecanlapada Bupati

melalui Kepala Bappeda.

Pasal 21

(1) Bappeda menyelenggarakan Forum SKPD.

(2) Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) godimbat
dilaksanakan minggu kedua bulan Maret.

(3) Forum SKPD dilaksanakan setelah Musrenbang Kecamata

(4) Forum SKPD diikuti oleh seluruh SKPD dan instamsitansi terkait
pembangunan Daerah serta perwakilan kecamatan rengébatkan
peran serta perempuan.

(5) Forum SKPD diselenggarakan untuk memaduserasikanoaRgan Renja
SKPD dengan Hasil Musrenbang Kecamatan.

(6) Hasil Forum SKPD adalah rancangan akhir Renja SKR&upakan
pedoman penyusunan Rancangan RKPD.

Pasal 22

(1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD sebagai bahsienbang
Kabupaten.
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(2) Musrenbang Kabupaten diselenggarakan selambat-tagebabulan
Maret.

(3) Peserta Musrenbang Kabupaten sekurang-kurangngai t@as unsur
Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat, dengaratieln peran
serta perempuan.

(4) Bappeda wajib menyampaikan hasil Musrenbang Kabopéepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

(1) Berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten, Bappeda yusem
rancangan akhir RKPD.

(2) Hasil Musrenbang Kabupaten harus melalui pengkagecara Teknis
oleh Tim Terpadu dengan melibatkan unsur DPRD, ureaqn Tinggi
dan SKPD Terkait.

(3) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud pada ay&e(gla SKPD
menyusun rancangan akhir Renja-SKPD.

(5) Renja-SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD.

Pasal 24

(1) Musrenbang Desa/Kelurahan dibiayai dengan AnggBeardapatan dan
Belanja Desa masing-masing/APBD.

(2) Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbangipéadn di
biayai APBD.

Bagian Kelima
Tanggung jawab dan Tugas Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 25

(1) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab menyelenggarbkasrenbang
Desa/Kelurahan.

(2) Camat bertanggung jawab menyelenggarakan Musreroecegmatan.

(3) Bappeda bertanggung jawab menyelenggarakan MusrgnBangka
Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah DaenahFdrum
SKPD dan Musrenbang Kabupaten.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksamMdusrenbang Jangka
Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah DaaratMdsrenbang
Tahunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 27
Pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangumaksddkan untuk

menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembanguamantertuang dalam
rencana, dilakukan melalui kegiatan pemantauarpdagawasan.



_12_
Pasal 28

(1) Pengendalian oleh bupati, dalam pelaksanaannykuédda oleh Bappeda
untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daeralolela Kepala
SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dehggas pokok dan
fungsinya

(2) Bappeda melaksanakan sinkronisasi dan koordinasnggoelalian
pelaksanaan rencana pembangunan, baik yang benswuabe APBD
maupun APBN, dengan menghimpun dan menganalisisgemendalian
pelaksanaan rencana pembangunan yang dilaksakaak&gPD.

(3) SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan renpamdangunan, baik
yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai deriggas dan
kewenangan masing-masing.

Pasal 29

(1) SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-SKRD wyeeliputi
pelaksanan program dan kegiatan sesuai dengandagdsewenangannya,
baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

(2) Bappeda melakukan pemantauan pelaksanaan rencauiamgunan, baik
yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai dertggas dan
kewenanganya.

(3) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan ssbagaidimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap pd#bkegan realisasi
penyerapan dana, realiasi pencapaian target kal(auipout), dan kendala
yang dihadapi.

(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayatlafl)ayat (2)
disusun dalam bentuk laopran secara periodik dgarfjang.

BAB VII
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Pasal 30

(1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan ReRESdan RKPD untuk
menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu progkagiatan berdasar
indikator dan sasaran kinerja yang tercantum daRenstra-SKPD dan
RPJMD.

(2) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RenstrddSiBn RPJMD
untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dakplan keberlanjutan
dari suatu program.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2yadilakukan
berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta:

a. indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan/ atau
b. indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.

(4) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangkengan dilakukan
paling sedikit 1(satu) kali dan dilaksanakan paliagbat 1 (satu) tahun
sebelum berakhirnya periode rencana.

(5) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyekdikuntabel dan
transparan.

Pasal 31

(1) SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan ReKRES periode
sebelumnya.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakuterhadap
pencapaian indikator kinerjamasukan, keluaran dan hasil) dan sasaran
kinerja(tolok ukur dan target) untuk masing-masing kegiatan.



13-

(3) SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksaiRenja-SKPD
kepada Kepala Bappeda paling lambat 1 (satu) bgktelah tahun
anggaran berakhir.

(4) Bappeda melakukan evaluasi pelaksanaan RKPD pesetielumnya
paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggbesakhir, berdasarkan
laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD aeghaga dimaksud
pada ayat (3).

(5) Bappeda menggunakan hasil evaluasi RKPD sebagaidiareksud pada
ayat (4) guna penyusunan rancangan RKPD tahunubeyik.

Pasal 32

(1) SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan Renstra-SKPD.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakuterhadap
pelaksanaan program-program dalam Renstra -SKPD.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat iEBm@aikan ke
Bappeda paling lambat 6 (enam ) bulan sebelum RPJa&t8khir.

(4) Bappeda melakukan evaluasi RPIJMD menggunakanehadilasi Renstra-
SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan vadilasi pelaksanaan
RKPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum RPJMDCakieir.

(5) Evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan untuk menpancapaian
pelaksanaan strategi pembangunan daerah, kebijakam, program dan
indikasi kegiatan, serta kerangka ekonomi makr@agaimana ditetapkan
dalam dokumen RPJMD periode berjalan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengardatan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatumd@egduran Bupati.

BAB VIII
DATA DAN INFORMASI

Pasal 34

Perencanaan Pembangunan didasarkan data dan isfoyarey akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 35

Pemerintah Daerah menyediakan informasi pelaksanaamcana
pembangunan yang diperlukan oleh pemangku kepemting

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 36

(1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggunjawab atasengaaan
pembangunan daerah, sinergi perencanaan pembangotankabupaten
dan kota melalui koordinasi, integrasi, sinkronisks sinergitas.

(2) Bappeda membantu Bupati dalam mengkoordinasikaenpanaan dan
pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.daerah

(3) SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunain gastei dengan
tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangk
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymelagngan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalambdram Daerah
Kabupaten Poso.

Ditetapkan di  Poso
pada tanggal 27 Oktober 2010

BUPATI POSO,
ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2 November 2010

FT(NRIS DAERAH KABUPATEN POSO

AMDIJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2010 NOMOR 8



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

l. UMUM

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengarberikan kewenangan
yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepadaabaerTermasuk didalamnya adalah
Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan ivdggaal dari pembangunan nasional
dan diselenggarakan dengan mengedepankan prinsiporot daerah dan pengelolaan
sumberdaya secara bertanggung jawab. Dalam pekksartata pemerintahan dan
penyelenggaraan pembangunan, daerah mempunyai &eggan dan tanggung jawab untuk
mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakaasarkan prinsip-prinsip keterbukaan,
partisipasi masyarakat dan akuntabilitas kinerjangygada pelaksanaannya memerlukan
koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmaniskan menyelaraskan pembangunan,
baik pembangunan nasional, pembangunan Daerah m&gmbangunan antar daerah.

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan di timgsabnal dan daerah
berubah dengan ditetapkannya Undang-undang NomorT&tun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-umdiamgr 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Penerbitan Undang-undang Namdmhun 2004 menetapkan sistem
perencanaan Pembangunan Nasional adalah satudwsata cara perencanaan pembangunan
untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam japgkgang, jangka menengah dan
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggsn@rintahan di pusat dan daerah dengan
melibatkan masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tak0®4, BAB VII Perencanaan
Pembangunan Daerah, Pasal 150 sampai dengan pdsaftehegaskan tentang Perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam gistencanaan pembangunan nasional
yang disusun oleh pemerintahan daerah provinsypatien/kota sesuai dengan kewenangannya
yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan PembanQaeaah.

Berdasarkan pertimbangan diatas dan agar adanyaa aalam penyelenggaraan
perencanaan pembangunan di Kabupaten Poso, peentdk Peraturan Daerah yang mengatur
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

1. Ruang Lingkup
Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum dinbidgperencanaan pembangunan
daerah di Kabupaten Poso. Dalam Peraturan Daerahdiietapkan bahwa sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesédugara perencanaan pembangunan
untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jaoghki@ng, jangka menengah, dan
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur perygdeaan pemerintahan Daerah atau
satuan kerja perangkat daerah dan masyarakat.



2. Proses Perencanaan
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Remd@rah ini mencakup lima
pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaam, yai
(D). Politik;
(2). Teknokratik;
(3). Partisipatif;
(4). Atas-bawah (Top-down); dan
(5). Bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Bguitiah proses penyusunan rencana,
karena rakyat memilih menentukan pilihannya benmd@saprogram-program pembangunan
yang ditawarkan masingmasing calon Bupati. Oleleraitu, rencana pembangunan adalah
penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yamgudkigan Bupati pada saat kampanye
ke dalam rencana Pembangunan jangka menengah.c®esaan dengan pendekatan
teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan medadekerangka berfikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsiontaigbs untuk itu. Perencanaan dengan
pendekatan partisifatif dilaksanakan dengan médégratsemua pihak yang berkepentingan
(stekholder) terhadap pembangunan. Pelibatan me@&iah untuk mendapatkan aspirasi
dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatsibawah dan bawah-atas dalam
perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemegimtdencana hasil proses atas-bawah
dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah gyallgksanakan baik di tingkat
Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota, KecamatanDiesa.

3. Perencanaan Pembangunan terdiri dari 4 (engyatpan yakni :
(1) Penyusunan Rencana;
(2) Penetapan Rencana;
(3) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
(4) Evaluasi pelaksanaan rencana.
Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanggaingga secara keseluruhan
membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.
Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk mealkgimasancangan lengkap suatu
rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri 4lgempat) langkah. Langkah pertama
adalah penyiapan rancangan rencana pembangunarbgesifat teknokratik, menyeluruh,
dan terukur. Langkah kedua, masing-masing intaesnguintah menyiapkan rancangan
rencana kerja dengan berpedoman pada rancangaangemembangunan yang telah
disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan yanrakat (stakeholders) dan
pemerintahan melalui musyawarah Perencanaan PemimngSedangkan langkah keempat
adalah penyusunan rancangan akhir rencana pemlangun
Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadulp hukum sehingga mengikat
semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Peraflda@arah ini, rencana pembangunan
jangka panjang daerah ditetapkan sebagai peratizmrah, rencana pembangunan jangka
menengah daerah ditetapkan sebagai peraturan ddarahencana pembangunan tahunan
daerah ditetapkan sebagai peraturan Bupati.
Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dakaksuntuk menjamin tercapainya
tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalarana melalui kegiatan-kegiatan
koreksi dan penyesuain selama pelaksanaan reneassebut oleh Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah. Selanjutnya, Bappeda menghimaamenganalisis basil pemantauan
pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-mKsipgla Satuan Kerja Perangkat
daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Evaluasi pelaksanaan rencana adalah sebagianedgai&n perencanaan pembangunan yang
secara sistematis mengumpulkan dan menganalisassdadat informasi data dan informasi
untuk penilaian pencapaian sarana, tujuan dan jainpembangunan. Evaluasi ini
dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasararmj&iyang tercantum dalam dokumen
rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kimejecakup masukan (Input), keluaran
(Output) dan basil (Outcome). Dalam rangka peresmamembangunan, setiap Satuan Kerja



Perangkat daerah daerah berkewajiban untuk melakaarevaluasi kinerja pembangunan
yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi damggungjawabnya. Dalam

melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan, Satesja Rerangkat Daerah, mengikuti
pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinatjg& unenjamin keseragaman metode,
materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-maamgkp waktu sebuah rencana.

4. Sistematika
Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematikegaeberikut : ketentuan umum, azas dan
tujuan, ruang lingkup perencanaan pembangunantddalepan perencanaan pembangunan
daerah, penyusunan dan penetapan rencana, pengendpklaksanaan rencana
pembangunan, evaluasi pelaksanaan rencana pembanguwtata dan informasi,
kelembagaan, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Asas Umum Penyelenggaraaardlegdalah meliputi:

1. Asas "kepastian hukum" yaitu asas dalam negara rhukang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan,kedadilan dalam setiap
kebijakan Penyelenggara Negara;

2. Asas "tertib penyelenggaraan negara" yaitu asag ganjadi landasan keteraturan,
keserasian, dan keseimbangan dalam pengendaligalpeggaraan Negara;

3. Asas "kepentingan umum" yaitu asas yang mendahullesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan séjekti

4. Asas "keterbukaan" yaitu asas yang membuka dinattap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidakskdininatif tentang
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatgtindpngan atas hak asasi
pribadi, golongan, dan rahasia Negara,;

5. Asas "proporsionalitas" yaitu asas yang mengutamk&aeimbangan antara hak dan
kewajiban Penyelenggara Negara;

6. Asas "profesionalitas" yaitu asas yang mengutamadeamlian yang berlandaskan
kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undadga

7. Asas "akuntabilitas" yaitu asas yang menentiedmva setiap kegiatan dan hasil akhir
dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapattahiggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedatdatguggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Pelaku Pembangunan” adalaherpgah (Pusat,
Provinsi,Kabupaten dan kota), dunia usaha, dan analsgt. Koordinasi pelaku
pembangunan di pemerintahan juga mencakup antal@kspaaan dengan
perencanaan pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Daerah" adalah batas sualayaki yang secara
administratif mempunyai batasan tertentu.

Yang dimaksud "ruang" adalah wadah yang melifpgintangan daratan, lautan,
dan udara sebagai suatu kesatuanwilayah tempatsmadan mahluk lainnya
hidup dan melakukan kegiatan secara memeliharag®lggan hidup.

Yang dimaksud dengarwaktu" adalah periode pembangunan baik tahunan,
jangka menengah, maupun jangka panjang. Tujuanmanuntut rencana
pembangunan disusun dengan menerpakan prinsip pegmiEn yang



berkelanjutan secara konsisten dari satu  periodmbaegunan ke priode

berikutnya.
Huruf ¢
Cukup Jelas
Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengoptimalkan” adalah cHeadj yang terbaik
dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah semu& pei& warga negara
maupun penduduk sebagai orang perseorangan, ketoonanmg termasuk
masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkegen dengan
kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penagggiaya, pelaku,
penerima manfaat maupun penanggung resiko secagaulag maupun tidak
langsung.

Yang dimaksud dengan "partisipasi masyarakat" &adakaikutsertaan
masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan medakam proses
penyusunan rencana pembangunan.

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 3
ayat (1)
Yang dimaksud dengan "perencanaan makro" adald@h paeencanaan yang berada
pada tataran kebijakan kabupaten.
Yang dimaksud dengan "bidang kehidupan" antara &gama, idelogi, politik,
ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan &eam

ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 4
ayat (1)
Arah pembangunan daerah adalah strategi untuk mpen¢ajuan pembangunan
jangka panjang daerah.
ayat (2)
Pengertian wilayah mengacu pada ruang yang merogadsatuan geografis beserta
segenap unsur terkait, yang batas dan sistemngatukian berdasarkan aspek
fungsional.
Yang dimaksud dengan "indikasi" adalah bahwa in&mimbaik tentang sumber daya
yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yarggarierm didalam dokumen
rencana ini, hanya merupakan prakiraan yang hedidakai dan tidak kaku.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten d&dam Ayat ini
merupakan Rencana Strategis Daerah (Renstradap&t@EuP oso.
ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 5
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 6
Keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan séeskalanjutansehingga secara
keseluruhan membentuk siklus yang utuh.
Pasal 7
ayat (1)



Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 8
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 9
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 10
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 11
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 12
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 13
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 14
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 15
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas



Ayat (3)
Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusiBD selain diikuti oleh
unsur-unsur Pemerintahan juga mengikut sertakar d&u menyerap aspirasi
masyarakat terkait, antara lain Asosiasi Profesrg@®uan Tinggi, Lembaga
Swadaya Masyarakat, Pemuka Adat, dan Pemuka Agsent Kalangan Dunia
Usaha.

ayat (4)

Cukup Jelas
Pasal 16

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas
Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas
Pasal 20

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup Jelas
Pasal 21

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas



ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 22
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 23
ayat (1)
Cukup Jelas

ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
ayat (4)
Cukup Jelas
ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 24
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 25
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 29
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 30
ayat (1)



Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
ayat (4)
Cukup Jelas
ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 31
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
ayat (4)
Cukup Jelas
ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 32
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
ayat (4)
Cukup Jelas
ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Yang dimaksud dengan "Data" adalah keterangan tibjektang suatu fakta baik dalam
bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar vis(isnages) yang diperoleh baik melalui
observasi langsung maupun dari yang sudah terkudgtain bentuk cetakan atau perangkat
penyimpanan lainnya. Sedangkan "informasi" adalata dyang sudah terolah yang
digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentaagygakta.

Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas



